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Abstrak

Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa
yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Angggaran Belanja
Daerah (APBD). Penelitian implementasi good governance dalam pengadaan barang dan jasa
pada program pendidikan di Kabupaten Bungo, akan menggunakan pendekatan kualitatif dan
data diperoleh dengan cara penyebaran kuesioner, pengamatan dan wawancara terhadap tiga
puluh satu informan yang diambil secara sengaja atau purpossive. Data dianalisis dengan cara
mereduksi data, interpretasi, menentukan kualitas data dan menarik kesimpulan. Hasil yang
diperoleh adalah bahwa pelaksanaan konsep good governance dalam pengadaan barang dan
jasa pada program pendidikan di Kabupaten Bungo telah berjalan dengan baik, prinsip
partisipasi, rule of law, kesamaan hak dan pemerataan, konsensus, efesien dan efektifitas
serta akuntabiltas telah terwujud dan terlaksana. Pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah
Kabupaten Bungo berpedoman pada regulasi yang telah ditetapkan, birokrasinya telah
berjalan dengan baik, pejabat pengadaan barang dan jasa adalah orang yang berkompeten dan
berkualifikasi serta memiliki wewenang khusus. Peran serta masyarakat dalam proses
pengadaan barang dan jasa terlaksana mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Perlu
disarankan agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa senantiasa berdasarkan regulasi yang
telah ditetapkan. Publikasi melalui media massa perlu ditingkatkan guna keterbukaan
informasi tentang proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Diharapkan pihak legislatif
mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku tentang pengadaan barang dan jasa dan tidak ada
terjadi intervensi yang mengakibatkan deskriminatif dan kepincangan dalam pembangunan
pendidikan.

Kata Kunci: partisipasi, transparansi, bertangungjawab.
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IMPLEMENTATION OFF GOOD GOVERNANCE IN THE PROCUREMENT
GOVERNMENT OF THE DISTRICT BUNGO

(Case Study Procurement Education)

by. Syayuti
Master of Public Administration
Open University
Email. Syayutibaci@'gmail.com

Abstract

Procurement of Government is the procurement of goods and services financed by
the State Budget (APBN) and District Budget (APBD). Research of implementation of good
governance in the procurement of goods and services in education in Bungo, will use a
qualitative methode and the data obtained by questionnaires, observations and interviews
with thirty-one informant taken deliberately or purposive. Data were analyzed by reducing
the data, interpretation, determining the quality of the data and draw conclusions. The result
is that the implementation of the concept of good governance in the procurement of goods
and services in education in Bungo has gone well, the principle of participation, rule of law,
equal rights and equality, consensus, efficient and effectiveness and accountability have been
realized and implemented. Procurement of goods and services at the government of Bungo
District based on regulations that have been established, bureaucracy has gone well,
procurement officials are competent and qualified people and has special authority.
Community participation in the process of procurement of goods and services implemented
from planning to supervision. Need to be advised that the procurement of goods and services
is always based on the regulations that have been established. Publication through the mass
media needs to be improved in order disclosure of information about the process of
procurement of goods and services. It is expected that the legislature abide by the rules and
regulations governing the procurement of goods and services and nothing happens
interventions resulted in discriminative and disparity in educational development.

Keywords: participation, transparency, responsible.
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BAB 1V
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo

Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo adalah organisasi yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Pembentukan dan susunan organisasi Dinas Daerah.
2. Struktur organisasi

Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo dipimpin oleh Kepala Dinas

dengandibantu oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yaitu:

1. Sekretaris membawahi beberapa Kasubbag yaitu :
a. Kasubbag Program
b. Kasubbag Keuangan
¢. Kasubbag Umum dan kepegawaian
2. Kepala Bidang TK/SD membawahi beberapa Kasi yaitu :
a. Kasi sarana pendidikan
b. Kasi kurikulum
c. Kasi tenaga tekhnis
3. Kepala Bidang SMP/SMA/SMK membawahi beberapa kasi yaitu :
a. Kasi sarana pendidikan

b. Kasi kunkulum
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c. Kasi tenaga tekhnis
4. Kepala Bidang Pendidikan Non Formal membawahi beberapa kasi
yaitu:
a. Kasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
b. Kasi sarana pendidikan Luar Sekolah
c. Kasi pendidikan kesetaraan
5. Kepala Bidang Data dan Informasi membawahi beberapa kasi yaitu :
a. Kasi pengolahan data
b. Kasi pengelolaan sistem informasi

c. Kasi kesaranaan pendidikan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pendidikan
Kabupaten Bungo pada tahun 2014 mempunyai Sumber Daya Manusia
sebanyak 97 pegawai yang terdiri atas Pejabat struktural (eselon 11, 111 dan IV)
sebanyak 21 orang, Pelaksana (karyawan/karyawati) sebanyak 61 orang terdiri
dari 30 orang status Pegawai Negeri Sipil dan 31 orang sebagai tenaga
Kontrak, serta tenaga fungsional pengawas SMP, SMA/SMK sebanyak 15
orang.

Selain Sekretariat dan Bidang sebagaimana tersebut diatas, Dinas
Pendidikan juga memiliki 17 (tujuh belas) Unit Pelaksana Tekmis Dinas
(UPTD) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yaitu:

1). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan, yang membawabhi :

(a) Subbagian Tata Usaha;
(b) Kelompok Tenaga Fungsional

2). Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), membawahi :
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(a) Subbagian Tata Usaha,

(b) Kelompok Tenaga Fungsional;

3. Visi, misi dan tupoksi

a. Visi

“Terwujudnya sumber daya manusia yang kokoh iman dan taqwa, unggul
ilmu pengetahuan teknologi dan seni serta bermartabat”
b. Misi

Meningkatkan kebijakan bidang pendidikan pada tingkat prasekolah
pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan luar sekolah. Mendorong
terciptanya  penghayatan dan  pengalaman  keagamaan  peserta
didik,memfasilitasi potensi bakat,minat dan keunggulan peserta didik agar
berkembang secara optimal. Mengembangkan kemandirian, mengalang
partisipasi masyarakat dan kerjasama lokal, regional, nasional maupun
internasional dalam bidang pendidikan pemuda olahraga dan seni. Secara

terperinci adalah sabagai bertkut.

1) Menata sistem pendidikan yang efektif, efisien dan bertanggung
jawab.

2) Meningkatkan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan bagi
seluruh masyarakat Kabupaten Bungo.

3) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan.

4) Meningkatkan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

5) Meningkatkan Kompetensi dan Kualifikasi Tenaga Pendidik.

6) Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Keagamaan, Moral dan Etika.
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Mengembangkan kurikulum muatan lokal dalam upaya menggali
potensi dan sumber daya daerah.

Memfasilitasi Pengembangan Potensi Warga masyarakat Kabupaten
Bungo dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.
Mengembangkan budaya baca untuk menghindari terjadinya buta
aksara kembali dan menciptakan masyarakat belajar.

Mendorong peran serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas

pendidikan.

c. Tugas pekok dan fungsi

Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo adalah sebagai unsur Pelaksana

Pemenintah Daerah, sementara tugas pokok adalah membina dan mengurus

pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah, pendidikan

luar biasa serta mengembangkan budaya daaerah, untuk menjalankan tugas pokok

tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo berfungsi :

I

1.

111.

Perumusan kebijakan teknis penyusunan program dibidang pendidikan

dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan pemberian perizinan dan pelayanan umum dibidang

pendidikan.

Pelaksanaan pembinaan dan pelatiban bagi tenaga pendidik.

Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait

dibidang pendidikan.
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v. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dibidang

pendidikan.

vi. Pelaksanaan pembinaan dibidang pendidikan.

vii. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

4. Proses pengadaan barang dan jasa

a. Good Governance

Prinsip good governance dalam proses penyelenggaraan pemerintahan
daerah merupakan sebuah tuntutan bagi pemerintah daerah dalam rangka
mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih,bertanggung
jawab, efektif dan efisien. Salah satu tugas dalam penyelenggaraan pemerintah
adalah pengadaan barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan

keinginan masyarakat.

Pengadaan barang dan jasa adalah proyek besar yang dilakukan setiap
intansi Pemerintah. Dana APBN dan APBD memberikan banyak sekali porsi
untuk proyek pengadaan. Setiap Pegawai Negeri tidak dapat menghindarkan
din dan proyek-proyek pengadaan, apapun resikonya harus tetap dijalankan
karena merupakan kewajiban setiap pegawai negeni sebagai abdi negara.
Kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah bertujuan untuk meningkatkan

taraf hidup rakyat Indonesia melalui program pembangunan nasional.

Ketika menjawab pertanyaan, bagaimana konsep pengadaan barang dan
jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo? Kepala Dinas Pendidikan

kabupatenBungo (12/03/2015) mengungkapkan, bahwa dalam rangka
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meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang dan
jasa, Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo mengikuti prinsip partisipasi,
berdasarkan hukum, terbuka, tanggap, terarah, pemerataan, efesien dan efektif,
bertanggung jawab dan penuh strategi.

Selanjutnya beliau katakan, sejak digulirkannya DAK (Dana Alokasi
Khusus) Bidang Pendidikan dengan memakai pola pengadaan barang/jasa
pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka aturan
yang dipakai adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Di dalam peraturan presiden ini diuraikan secara jelas, tegas dan
gambling tentang segala sesuatu yang menyangkut pengadaan barang/jasa
pemerintah, salah satunya adalah tentang tahapan kegiatannya. Khusus untuk
pelelangan umum pemihihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya
dengan pascakualifikasi sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Bungo dapat dilihat pada huruf ¢ pasal 57 yang tahapan
pelaksanaannya diatur sebagai berikut:

1) Pengumumar;

2) Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan;

3) Pemberian penjelasan;

4) Pemasukan dokumen penawaran,

5) Pembukaan dokumen penawaran;

6) Evaluasi penawaran,

7) Evaluasi kualifikasi;

8) Pembuktian kuahfikasi;
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9) Pembuatan berita acara hasil pelelangan;

10) Penetapan pemenang;

11) Pengumuman pemenang;

12) Sanggahan;

13) Sanggahan banding (apabila diperlukan); dan

14) Penunjukkan penyedia barang/jasa.

Setelah semua tahapan tersebut dilaksanakan oleh pantia, maka

kegiatan selanjutnya adalah:

1) Pembuatan SBPPK oleh Pejabat Pembuat Komitment (diatur dalam
pasal 85).

2) Penandatanganan kontrak (diatur dalam pasal 86).

3) Pembayaran uang muka (diatur dalam pasal 88).

4) Pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

5) Serah terima pekerjaan (diatur dalam pasal 95).

Dengan demikian, masyarakat utamanya Kepala Sekolah dan Komite
akan lebih mengerti tentang tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah yang
sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo melalui Dinas
Pendidikan Kabupaten Bungo. Sehingga apabila ada hal hal yang terjadi tidak
sesual dengan tahapan sebagaimana diuraikan diatas, masyarakat/kepala
sekolah/komite dapat mengirimkan pengaduan kepada instansi yang
berwenang yaitu Inspektorat Kabupaten Bungo, Bupati Bungo dan DPRD,

atau secara langsung ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa
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Pemerintah (LKPP) dengan disertai bukti bukti permulaan yang cukup (hal

i1 telah diatur dalam pasal 117).

Pengaduan masyarakat/kepala sekolah/komite merupakan suatu langkah
positif untuk mendukung Visi Mandiri, Aman, dan Sejahtera ( Bungo MAS )
yang selalu dikumandangkan oleh Bupati Bungo periode 2012-2016 dalam
rangka menciptakan Pemerintah Kabupaten Bungo menjadi good governance

dan clean goverment.

1. Participation

Sejak reformasi pembangunan di segala bidang dilakukan, maka
hampir dapat dikatakan peranan masyarakat menempati porsi yang sangat
signifikan. Hal imi dapat terlihat darni semua produk peraturan perundang-
undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah selalu diwajibkan untuk mengedepankan adanya
peranserta masyarakat. Hal ini tentunya dimaksudkan untuk memberikan
kesempatan kepada masyarakat luas agar supaya mempunyai kepedulian yang
tinggi terhadap bangsa dan negeranya.

Peranan masyarakat sangat diperiukan dalam pola pengadaan barang/jasa
pemerintah, baik sebagai penyedia barang/jasa maupun sebagai pengawas
pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Kedua peranan masyarakat tersebut
sangat dibutuhkan oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Kedua macam peranan masyarakat ini semuanya diatur secara
lengkap didalam peraturan presiden yang ditetapkan. Masyarakat yang

berperan sebagai penyedia barang/jasa diharuskan mematuhi segala ketentuan
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yang telah diatur termasuk didalamnya untuk menandatangani pakta integritas
untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisine. Sedangkan
masyarakat yang melakukan pemantauan atau menjalankan fungsi
pengawasan masyarakat (sosial kontrol/wasmas) telah diberikan ruang untuk
melakukan kegiatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pemerintah akan menjadikan Pengawasan Masyarakat (Wasmas) tersebut
sebagaibarometer untuk mengukur dan mengetahui kepercayaan publik
terhadap kinerja aparatur pemerintah, khususnya dalam pengadaan
barang/jasa, dan memberikan koreksi secara mendasar atas kecenderungan
sikap cara berfikir dan perilaku pejabat birokrasi yang menyimpang dalam
pengadaan barang/jasa, serta memberikan masukan-masukan yang
bermanfaat sekaligus mendinamisasi fungsi-fungsi perumusan kebijakan
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, laporan pertanggungjawaban dan
pengawasan internal maupun fungsional (sebagai second opinion) dalam
pengadaan barang/jasa. Apabila peran pengawasan dan pemeriksaan ini bisa
berjalan seperti yang diharapkan, maka kolusi, korupsi dan nepotisme pada
pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah akan bisa ditekan.

Pemerintah Kabupaten Bungo khususnya Dinas Pendidikan, pengadaan
barang dan jasa diawali dengan perencanaan program yang akan
dilaksanakan. Dalam perencanaan tersebut Pemerintah Kabupaten Bungo
melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang)
tingkat kabupaten. Dalam Musrenbang tersebut dihadiri oleh unsur-unsur

terkait terdin dari pegawai Diknas, kepala UPT, kepala sekolah, ketua
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komite, Ormas dan LSM. Kepala Diknas Bungo, ketika ditanya “Bagaimana
cara peran serta masyarakat dalam pengadaan barang dan jasa pada Dinas
Pendidikan Kabupaten Bungo? Beliau menjawab, Peran serta masyarakat
dalam pengadaan barang dan jasa adalah melalui dialog dan dilaksanakan
berdasarkan keinginan dan kebutuhan masyarakat, pelaksanaan tersebut
diadakan terutama pada Musrenbang. Di dalam pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa, Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo memberikan peluang
bagi masyarakat melalui PT atau CV untuk mengambil bagian di dalam
memenangkan tender. Selain itu, ada juga program Dinas Pendidikan yang
dilaksanakan oleh Ormas dan LSM dengan cara penunjukan langsung, sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Di antara program yang dilaksanakan oleh
Ormas dan LSM adalah pelatihan baca tulis bagi yang buta aksara, lomba
puisi, pidato dan sebagainya (wawancara, 12/03/2015).

Pertanyaan tersebut di atas juga dijawab oleh sejumlah informan dengan
jawaban yang sama. Dan hasil jawaban kuesioner dengan pertanyaan
“Apakah dalam pengadaan barang dan jasa telah melibatkan masyarakat?
Sebanyak 29 informan dan 31 infroman menjawab “Ya”, bahwa di dalam
pengadaan barang dan jasa bidang pendidikan di Kabupaten Bungo telah
melibatkan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan merupakan
keikutsertaannya dalam memberikan gagasan, kritik membangun, dukungan,
dan pelaksanaan pendidikan. Dalam rangka desentralisasi dan demokratisasi
pendidikan dalam konteks otonomi daerah, partisipasi masyarakat sangat

diperlukan, Dinas Pendidikan dan sekolah harus menjadi partner masyarakat
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dalam melaksanakan pendidikan dan pembelajaran, karena kerjasama
diantara keduanya sangat penting dalam membangun program pendidikan

yvang berkualitas.

2. Rule of law

Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu,
termasuk di  dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi
manusia.Dalam pengadaan barang dan jasa prinsip hukum harus ditegakkan,
agar tidak terjadi penyimpangan dan kesalahan. Dinas Pendidikan Kabupaten
Bungo berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 di
dalam proses pengadaan barang dan jasa. Perpres tersebut adalah mengatur
hal yang berkenaan dengan proses pengadaan barang dan jasa. Dalam
wawancara dengan salah seorang PPTK Dinas pendidikan Kabupaten Bungo,
Bagaimana cara pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh Dinas
Pendidikan Kab. Bungo? Jawabanya adalah bahwa mereka melaksanakan
proses pengadaan barang dan jasa berpedoman kepada Perpres nomor 70
tahun 2012 sebagai perubahan Perpres Nomor 54 tahun 2010(12/03/2015).

Hasil jawaban koesioner juga menunjukkan bahwa panitia pelaksana
teknis kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo melaksanakan
pengadaan barang dan jasa mengikuti aturan yang berlaku, sebagaimana
pertanyaan “Apakah dalam pengadaan barang dan jasa telah mengikuti aturan
yang berlaku? Sebanyak 20 orang informan menjawab “Ya”. Ini artinya
pejabat pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pendidikan Bungo bekerja

berdasarkan aturan yang berlaku.
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Di dalam Pasal 6 Perpres Nomor 54 tahun 2010 disebutkan bahwa panitia
pengadaan barang/jasa wajib memperhatikan etika pengadaan barang/jasa
yang meliputi (a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung
jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan
Pengadaan Barang/Jasa (b) bekerja secara profesional dan mandiri, serta
menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut
stfatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam
Pengadaan Barang/Jasa; (c¢) tidak saling mempengaruhi baik langsung
maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;(d)
menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan
sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;(e) menghindan dan mencegah
terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara
langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;(f)
menghindan dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan
negara dalam Pengadaan Barang/Jasa, (g)menghindari dan mencegah
penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan
pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung
merugikan negara; dan(h) tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak
menjanjikan untuk memben atau melierima hadiah, imbalan, komisi, rabat
dan berupa apa saja dan atau kepada siapapun yang diketahui atau patut
diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. Secara normatif, instansi
pemerintah di Kabupaten Bungo sebagai pihak penyelenggara pengadaan

barang/jasa maupun pengguna barang/jasa termasuk penyedia barang/jasa
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harus berkomitmen harus selalu mendukung pemerintahan yang bersih (clean
government) melalui penandatanganan pakta integritas secara bersama.
Dalam Pasal 1 Perpres No. 54 Tahun 2010 mengenai pedoman
pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah disebutkan bahwayang
dimaksud Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangam oleh
pengguna  barang/jasa/panitia, pengadaan/pejabat  pengadaan/penyedia
barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan KKN
dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasaPakta Integritas merupakan suatu
bentuk kesepakatan tertulis mengenai transparansi dan pemberantasan korupsi
dalam pengadaan barang/jasa barang publik melalui dokumen-dokumen yang
terkait, yang ditandatangani kedua belah pihak, baik sektor publik
maupunpenawar dan pihak swasta. Pelaksanaan dan fakta Integritas tersebut
dipantau dan diawasi baik oleh organisasi masyarakat madani maupun oleh
suatu badan independen dan pemerintah atau swasta yang dibentuk untuk
melaksanakan tugas tersebut atau yang memang sudah ada dan tidak terkait
dalam proses pengadaan barang/jasa itu. Komponen penting lainnya dalam
pakta integritas ini1 adalah mekanisme resolusi konflik melalui arbitrasi dan
sejumlah sanksi yang sebelumnya telah diumumkan atas pelanggaran
terhadap peraturan yang telah disepakati yang berlaku bagi kedua belah pihak
dalam sebuah dokumen kontrak kerja sama.
Oleh karena itu, penerapan prinsip tata kepemerintahan yang baik dalam
pengadaan barang /jasa pemerintah merupakan prioritas yang harus dilakukan
mengingat proses pengadaan Dbarang/jasa pemerintah  berpeluang

mengakibatkan kerugiaan pada keuangan negara. Selain itu dampak negatif
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lainnya dari sistem pengadaan barang/jasa yang buruk adalah kualitas barang
dan jasa yang rendah. Proses ini juga menghambat munculnya minat usaha
dan merusak sistem insentif untuk mendorong efisiensi keuangan nasional

dan daerah.
3. Transparansi

Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh
proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses
oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus
memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah haruslah dilaksanakan secara efisien,
terbuka dan kompetitif agar ketersediaan Barang/Jasa terjangkau dan
berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik.
Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo melaksanakan proses pengadaan barang
dan jasa sudah secara transprans, hal in1 sebagaimana hasil jawaban koesioner
dengan pertanyaan “Apakah dalam pengadaan barang dan jasa telah
dilakukan secara transparan? Sebanyak 21 informan menjawab “Ya”.

Dalam rangka keterbukaan publik dalam proses pengadaan barang dan
jasa, Dinas Pendidikan Kabupaten mempubll:kasikannya secara manual dan
menggunakan perangkat alat elektronik pada Sistem Lelang Elektronik pada
Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Sistem menual yaitu dengan
membuat pengumuman di papan pengumuman dan mengirimkannya Melalui
Cetak, Koran dan Majalah yang berkepentingan. Sedangkan sistem elektronik

yaitu dengan mempublikasikannya dengan bantuan elektronik atau internet.
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Dalam wawancara dengan pejabat pengadaan Dinas Pendidikan Bungo,
pertanyaan diajukan “Bagaimana keterbukaan pengadaan barang dan jasa
dilakukan? Mereka menjawab ‘“dilaksanakan melalui LPSE atau melalui

jaringan internet, 40% melalui elektronik dan 60% secara manual”.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, pengadaan
barang dan jasa harus dilaksanakan melalui Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE). LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya
(K/L/D/T) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa
secara elektronik serta memfasilitasi ULP/Pokja/Pejabat Pengadaan dalam
melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. ULP/Pejabat
Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN yang tidak
membentuk LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan
tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik.
Selain memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan
barang/jasa secara elektronik LPSE juga melayani registrasi penyedia barang

dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan.

Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi
dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat,
memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses
monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real
time guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan

barang/jasa pemerintah.
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Layanan yang tersedia dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik saat
ini adalah e-tendering yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan
Peraturan Kepala LKPP Nomor 1| Tahun 2011 tentang Tata Cara E-
Tendering. Selain itu LKPP juga menyediakan fasilitas Katalog Elektronik (e-
Catalogue) yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar,
jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia
barang/jasa pemerintah, proses audit secara online (e-Audit), dan tata cara

pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik (e-Purchasing).

4. Responsiveness

Penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah bertujuan untuk memenuhi
harapan atau keinginan masyarakat dalam rangka pelayanan publik. Oleh
karena itu, pengadaan barang dan jasa haruslah berdasarkan keinginan dan

kebutuhan masyarakat.

Dalam penyediaan barang dan jasa, Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo
lebth memperhatikan dan mempertimbangkan keinginan atau kebutuhan
masyarakat dalam rangka memajukan pendidikan. Pertanyaan yang diajukan
dalam koesioner yaitu “Apakah dalam pengadaan barang dan jasa didasarkan
keinginan dan kebutuhan masyarakat?, maka dart 31 informan yang

menjawab “Ya’ berjumlah 24 orang.

Dalam wawancara dengan salah seorang pejabat pelaksana teknis
kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo dengan pertanyaan “Apakah

dalam pengadaan barang dan jasa berdasarkan keinginan dan harapan
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masyarakat? Dan bagaimana cara mengetahwm bahwa yang diadakan tersebut
adalah memang kebutuhan dan keinginan masyarakat? Beliau menjawab
bahwa dalam pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten
Bungo adalah berdasarkan harapan dan keinginan masyarakat, untuk
mendapatkan apa yang diinginkan masyarakat dalam pelayanan pendidikan
adalah dengan cara mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan
pembangunan pendidikan yang diadakan pada tahun sebelum proses
pengadaan atau pelaksanaan program dianggarkan atau dilaksanakan

(wawancara, 13/03/2015).

Pemerintah Kabupaten Bungo setiap tahun melaksanakan musyawarah
perencanaan pembangunan, mulai dan tingkat desa hingga ke tingkat
kabupaten. Dalam setiap pelaksanaan musyawarah perencanaan
pembangunan masyarakat yang diwakili oleh tokoh-tokoh masyarakat, Ormas
atau LSM dan unsur komite sekolah diundang dan diikutsertakan dalam
proses perencanaan pembangunan pendidikan. Dalam musyawarah tersebut
masyarakat diminta mengajukan harapan dan keiinginan mereka dalam
rangka pembangunan pendidikan di daerah. Sejumlah usulan dari utusan
masyarakat tersebut akan diseleksi dengan berbagai pertimbangan baik dilihat
dan kepentingan yang mendesak maupun kemampuan anggaran daerah,
artinya usulan masyarakat tersebut akan dirangking secara prioritas, mana

yang lebih utama.
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5. Consensus orientation

Pada dasarnya, dalam proses pelaksanaan pemerintahan pasti terdapat
berbagai perbedaan pikiran dan pandangan, namun dalam sebuah
pengambilan keputusan dibutuhkan yang namanya konsesus yang
mempertimbangkan semua pendapat dari tiap golongan yang berbeda. Oleh
karena itu, dalam menentukan program pembangunan diperlukan
musyawarah dengan berdiskusi dan berdiolog langsung dengan sejumlah

kelompok baik dari unsur pemerintah, sekolah maupun masyarakat.

Melalu1 musyawarah perencanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten
Bungo melakukan diskusi dan berdiolog dengan sejumlah kelompok yang
berkepentingan. Dalam musyawarah tersebut, sejumlah pemikiran dan
pandangan diterima sebagai bahan masukan dan pertimbangan program,
kemudian disepakati program prioritas yang harus dilaksanakan terlebih
dahulu. Dart hasil jawaban kuesioner dengan pertanyaan “Apakah dalam
pengadaan barang dan jasa telah dilakukan dialog bersama dengan
masyarakat dan stakeholders lainnya? Pertanyaan ini terdapat yang menjawab
“Ya” berjumlah 18 informan, jawaban “Tidak” berjumlah 8 informan dan
selebihnya yang menjawab “Tidak tahu” berjumlah 6 informan. Jawaban
informan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bungo
melaksanakan musyawarah dan mufakat dengan sejumlah kelompok dalam
rangka menentukan program prioritas pembangunan pendidikan di Kabupaten

Bungo.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42091 paf

Pemmyataan di atas diperkuat melalui wawancara dengan sejumlah
informan dengan pertanyaan ‘“Apakah dalam pengadaan barang dan jasa
berdasarkan keinginan dan harapan masyarakat? Dan bagaimana cara
mengetahui bahwa yang diadakan tersebut adalah memang kebutuhan dan
keinginan masyarakat? Jawaban mereka adalah pengadaan barang dan jasa
pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo adalah berdasarkan harapan dan
keinginan masyarakat, untuk mendapatkan apa yang diinginkan masyarakat
dalam pelayanan pendidikan adalah dengan cara mengikut sertakan
masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan pendidikan yang
diadakan pada tahun sebelum proses pengadaan atau pelaksanaan program

dianggarkan atau dilaksanakan (wawancara, 13/03/2015).

Pemerintah Kabupaten Bungo setiap tahun melaksanakan musyawarah
perencanaan pembangunan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2005 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.
Undang-undang ini mewajibkan bagi setiap pemerintah daerah untuk
melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan guna umtuk
mewujudkan pemerintahan yang baik. tranparandan akuntabel. Pada gambar

4.1 berikut alur perencanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Bungo.

RPJP ; Sistem Tata Kelola

RPJM Pemerintahan
RENSTRA (UU No. 17/2003, :
(vistmist, UU No.25/2004, |
SASARAN) UU No. 32/2004,
SISDIKNAS UU No. 17/2007)

(UU No. 20/2003) |
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RPJP
RPIM Sistem Tata Kelola Pemerintahan

RENSTRA : (UU No. 17/2003,

{ViSI,Misl,

SASARAN)

SISDIKNAS
{UU No. 20/2003)

Kebijakan Pembangunan
Pendidikan Daerah

Program
Pembangunan
Pendidikan Daerah

RENJA .
: RKA

Sumber: Renstra Dinas Pendidikan Kab. Bungo

Gambar 4.1
Alur perencanaan pembangunan pendidikan

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan
pendidikan di Kabupaten Bungo merujuk kepada Rencana Pembangunan
Jangka Panjang dan regulasi sistem pemerintahan yang baik, kebijakan
pembangunan pendidikan daerah, program pembangunan pendidikan dan
rencana kerja anggaran. Perencanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten
Bungo sangatlah kuat, karena berdasarkan regulasi atau aturan yang jelas, dan
memiliki garis vertikal dan harizontal, yakm mendukung kebijakan

pembangunan pusat dan memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal.
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6. Equity

Dalam pengadaan barang dan jasa pendidikan, pemerataan dan kesamaan
harus diutamakan jangan sampai terjadi kepincangan pembangunan pendidikan
di daerah. Kesenjangan dan kepincangan pelaksanaan program pembangunan
sering menjadi akar konflik di dalam masyarakat, karena setiap wilayah dan
lembaga pendidikan mengharapkan program pembangunan pendidikan
diperolehnya dan pemerintah guna untuk membangun pendidikan di
tempatnya, terutama dalam program pembangunan fisik seperti gedung, alat

labor dan sebagainya.

Dalam konsep persamaan hak ini, Pemenntah Kabupaten Bungo di
dalam melaksanakan program pembangunan pendidikan nampak kurang peduli
dengan persamaan hak untuk setiap wilayah dan lembaga pendidikan. Hal ini
berdasarkan hasil jawaban informan dengan pertanyaan “Apakah pengadaan
barang dan jasa adalah untuk semua masyarakat bukan untuk sesuatu
kelompok?, pertanyaan imi hanya terdapat 8 informan yang menjawab “Ya”
sedangkan informan yang menjawab “Tidak” dan Tidak tahu” masing-masing
8 dan 9 informan. Apabila dibandingkan antara jawaban “Ya” dengan jawaban
“Tidak” dan “Tidak tahu”, maka terdapat perbedaan bahwa informan yang
menjawab “Ya” lebih kecil dengan informan yang menjawab “Tidak” dan
“Tidak tahu” yakni berbeda 9 jawaban, apabila jawaban “Tidak” dan “Tidak
tahu” dijumlahkan menjadi 17 jawaban informan. In1 artinya Pemerintah

Kabupaten Bungo kurang pedulikan persamaan hak di dalam pembangunan
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pendidikan, yaitu terjadinya pelaksanaan program pendidikan menumpukan

pada salah satu wilayah atau lembaga pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pejabat pelaksana
teknis kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo yang juga salah
seorang informan menjawab pertanyaan “ Apakah pelaksanaan pembangunan
pendidikan dilaksanakan secara merata dan persamaan hak? Beliau
menjawab, kami Pemerintah Kabupaten Bungo melalui Dinas Pendidikan
berusaha penuh melaksanakan pembagunan pendidikan secara merata dan
tidak ada perbedaan antara satu wilayah atau lembaga dengan wilayah atau
lembaga lainnya berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan. Akan
tetapi dalam penganggaran, terdapat pesanan dan titipan dari pthak Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Bungo agar pelaksanaan pembangunan
pendidikan dilaksanakan pada suatu wilayah atau lembaga pendidikan yang
mereka inginkan, sehingga program pembangunan pendidikan berubah dan

program prioritas yang telah dibuat (wawancara 13/03/2015).

Keterangan di atas, menunjukkan bahwa program prioritas pembangunan
yang telah ditetapkan dapat diubah, dan ikut campur anggota Dewan
Perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat di pemerintah telah melakukan hal
yang salah berdasarkan wewenangnya. Kalau hal i yang terjadi, maka
program pembangunan pendidikan di Kabupaten Bungo akan pincang dan

senjang.
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7. Effectiveness and efficiency

Sebuah keputusan yang dibuat hendaknya tepat guna, tepat sasaran
dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki secara maksimal. Tidak
bertele-tele, tidak berbasa-basi, namun tepat pada sasaran yang diinginkan.
Hal ini dapat dicapan jika pemerintahan memiliki kemampuan dalam
menganalisis, menimbang, dan memperhitungkan setiap variabel
pengambilan keputusan dengan baik, begitu juga dalam program

pembangunan pendidikan.

Dalam penetapan program pembangunan pendidikan di Kabupaten
Bungo, Pemerintah Kabupaten melakukannya berdasarkan berbagai
pertimbangan, terutama pertimbangan anggaran yang tersedia, waktu
pelaksanaan program dan sistem pelaksanaannya. Berdasarkan jawaban
koesioner dengan pertanyaan “ Apakah dalam pengadaan barang dan jasa
sudah didasarkan pada anggaran dan waktu yang tepat?, infroman yang
menjwab “Ya” sebanyak 18 informan, hal ini menunjukkan bahwa
Pemerintah Kabupaten Bungo benar-benar berdasarkan pertimbangan
anggaran dan waktu yang tepat dalam melaksanakan program pembangunan

pendidikan di Kabupaten Bungo.

8.  Accountability

Sebuah keputusan yang diambil pemerintah harus dapat dipertanggung
jawabkan terhadap rakyatnya. Karena pada dasarmnya keputusan itu dibuat dari

rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat berhak mendapatkan bentuk
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pertanggung jawaban dari setiap keputusan yang diambil. Keputusan itu
bukan semata-mata diambil hanya untuk kepentingan beberapa golongan saja,
namun hendaknya berdampak luas dan baitk bagi keseluruhan rakyat yang

menjadi tanggungan sebuah pemerintahan.

Dalam membuat keputusan program pembangunan pendidikan,
Pemerintah Kabupaten Bungo bertanggungjawab kepada masyarakat Bungo
melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo. Keputusan
program pembangunan dilakukan oleh pemerintah kabupaten bersama dengan

DPRD Kabupaten Bungo.

Hasil jawaban kuesioner dengan pertanyaan “Apakah dalam pengadaan
barang dan jasa dapat dipertanggungjawabkan?, terdapat 24 informan yang
menjawab “Ya”. Hasil jawaban i1 dapat dibuktikan bahwa pelaksanaan
program pembangunan dalam bidang pendidikan di Kabupaten Bungo dapat

dipertanggungjawabkan.

Berdasarkana hasil wawancara, dengan pertanyaan ‘“Bagaimana
pertanggungjawaban pelaksanaan program pembangunan pendidikan di
Kabupaten Bungo? Mereka menjawab, pelaksanaan program pembangunan
pendidikan di Kabupaten Bungo didasarkan pada keputusan Pemerintah
Kabupaten Bungo bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
kemudian pertanggungjwaban pelaksanaannya disampaikan kepada DPRD
kembali (wawancara, 13/03/2015). Dalam pengalaman selama 5 tahun
terakhir, setiap penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan program

pendidikan di Kabupaten Bungo oleh Pemerintah Kabupaten Bungo, selalu
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diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo tanpa

catatan apapun.

b. Birokrasi
Efektifitas dan efesiensi pengadaan barang dan jasa sangat ditentukan

oleh sistem birokrasi yang tepat dan dilaksanakan oleh personil yang
berkualitas dan handal. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo
(wawancara, 17/03/2015), pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan
Kabupaten Bungo dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12). Dalam peratuan ini telah
diatur semua sistem pengelolaan keuangan daerah oleh pejabat pengguna
anggaran (PA) dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK). Selanjutnya
menurut beliau, pada pasal 10 Perda Nomor 12 Tahun 2007 menyebutkan
bahwa Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf ¢ mempunyai tugas:

a. menyusun RKA-SKPD,;

b. menyusun DPA-SKPD;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban

anggaran belanja;

d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

f melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas

anggaran yang telah ditetapkan,
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h. menandatangani SPM;

1. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang
dipimpinnya;

J. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;

k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya;

1. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan

n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupatimelalui
sekretans daerah.

Pada Pasal 12 disebutkan bahwa:

1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan/atau kuasa
pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan
program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD
selaku PPTK.

2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan,
beban kerna, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan
objektif lainnya.

3) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna

barang
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

4) PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna

barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa
pengguna barang.

5) PPTK mempunyai tugas mencakup:

a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan

c¢. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan kegiatan.

Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo tersebut di atas
diperkuat dengan jawaban informan terhadap kuesioner dengan pertanyaan
“Apakah dalam pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara sistematis?
Sebanyak 21 informan menjawab “Ya”, kemudian terhadap pertanyaan
“Apakah dalam pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara hirarkhis
berdasarkan tingkat kewenangan? Sebanyak 24 informan menjawab “Ya”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah infonman (13/03/2015)

dengan pertanyaan “Bagaimanakah hirarkhis kewenangan pengadaan barang
dan jasa dilaksanakan?Jawaban mereka bahwa Pengadaan barang dan jasa
dilaksanakan sesuai dengan kewenangan jabatan birokrasi yang merujuk
kepada Perpres 54 Tahun 2010, dan Pepres 70 Tahun 2012 dan pada tingkat
Kabupaten Bungo, pengadaan barang dan jasa pemerintah kabupaten

berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-
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Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo
Tahun 2007  Nomor 12).

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo juga menyebutkan bahwa
untuk pejabat pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan oleh pejabat
teknis yang telah mengikuti pendidikan dan bimbingan teknis dalam bidang
pengadaan barang dan jasa dan dapat dibuktikan dengan sertifikat
kelulusannya (wawancara, 16/03/2015). Sertifikat Keahlian Pengadaan
Barang/Jasa adalah tanda buktipengakuan dari pemerintah atas kompetensi
dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa (Perpres No 54 th
2010). Pernyataan ini dikuatkan dengan hasil wawancara dengan informan
dengan pertanyaan “Bagaimana kriteria pelaksana pengadaan barang dan
jasa? Jawab mereka, Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan, atau
Pejabat Pengadaan Barang Jasa yang berbentuk SPT dari ULP yang sudah
memiliki Sertifikat Keahlian (wawancara, 13/03/2015). Hasil kuesioner juga
mengutakan yaitu dengan pertanyaan ‘“Apakah dalam pengadaan barang dan
jasa dilaksanakan oleh orang yang ahli dalam bidangnya? Sebanyak 14
informan menjawab “Ya”. Sedangkan pertanyaan “Apakah dalam pengadaan
barang dan jasa dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk? Sebanyak 28
informan menjawab “Ya”.

Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo yang menjabat sebagai
Pengguna Anggaran (PA) adalah Kepala Dinas Pendidikan, yang menjabat
sebagai  Pejabat Pembuat Komitimen (PPK) adalah seluruh eselon III
berjumliah 5 (lima) orang yaitu seorang sekretaris dan 4 (empat) orang kepala

bidang, dan yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiata (PPTK)
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berjumiah 15 (lima belas) orang yaitu seluruh eselon IV pada Dinas
Pendidikan Kabupaten Bungo, sedangkan Pejabat Pengadaan berjumlah satu
orang.

Dalam proses pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Bungo, anggaran yang nilainya di atas Rp. 200 juta diberikan
kepada pejabat Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Bungo.
Sedangkan anggaran yang nilainya di bawah Rp. 200 juta dilaksanakan oleh
Pejabat Pengadaan Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo (wawancara,
17/03/2015).

Selanjutnya, Kepala Dinas Pendidikan = Kabupaten = Bungo
mengungkapkan bahwa dalam pengadaan barang dan jasa pada Dinas
Pendidikan Bungo dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara swakelola
dan pihak ketiga yaitu penyedia barang dan jasa. Swakelola adalah Pengadaan
Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi
sendiri oleh Kantor, Lembaga, Dinas ataupun Instansi sebagai penanggung
jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat

(dapat dilihat pada Gambar 4.2 dan 4.3 berikut).
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Alur pengadaan barang dan jasa secara swakelola
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Selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo mengatakan
(wawancara. 17/03/2015), beberapa pekerjaan yang dapat dilakukan dengan

swakelola adalah:

a Pekepaan yang bertuyjuan untuk meningkatkan kemampuan teknis
SDM pada institusi yang bersangkutan (misalnya diklat, beasiswa,
kunjungan kerja);

b. Pekenaan yang operasi dan pemeliharaannya memeriukan partisipasi
masyakarat;

¢ Pekenaan yang darn segi besaran, sifat, lokasi, atau pembiayaan tidak
diminati oleh penyedia barang/jasa;

d. Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan
terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia
barang/jasa akan menanggung resiko yang besar;

e. Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau
penyuluhan;

f. Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) yang bersifat
khusus, yangbelum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;

g. Pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan
pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu
dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga 1lmiah pemerintah;

h. Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi pengguna barang/jasa.
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¢. Princeple-Agent

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa dalam pengadaan barang dan
jasa dilaksanakan dalam dua cara yaitu secara swakelola dan dipihak
ketigakan. Pihak ketiga tersebut disebut dengan agen (penyedia barang dan
jasa). Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo (wawancara,
17/03/2015), pihak ketiga pengada barang dan jasa harus memenuhi syarat
sebagaimana dicantumkan pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010,
pada pasal 19 menyebuikan bahwa Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan di antaranya sebagai

berikut.

a. memenuhi  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  untuk
menjalankan usaha. (dalam ketentuan ini jelas bahwa penyedia
barang/jasa harus mengikuti aturan yang berlaku mengenai bentuk
usaha, seperti Surat Ijin Usaha dan aturan-aturan lainnya);

b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial
untuk menyediakan barang/jasa (hal ini nantinya dapat dibuktikan
pada penilaian kualifikasi perusahaan tersebut).

c¢. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya
tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindah untuk dan
atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana,

d. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak. (atau
yang lebih jelas adalah penandatangan kontrak haruslah orang yang

namanya tertera di dalam akte pendinian perusahaan atau orang yang
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diberi kuasa penuh (misalnya melalui RUPS) untuk bertindak untuk
dan atas nama perusahaan itu);

e. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun
terakhir, dibuktikan dengan melampirkan bukti tanda terima
penyampaian SPT PPh tahun terakhir, dan fotokopi SSP PPh Pasal 29;

f dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh
pekerjaan menyediakan barang/jasa, baik di lingkungan pemerintah
maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia
barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

g. tidak masuk dalam daftar hitam (sebuah daftar yang dikeluarkan oleh
institusi pemerintah yang berisi daftar perusahaan yang “bermasalah”
dalam proses pelelangan di satu tempat sehingga tidak diperbolehkan
mengikuti pelelangan si seluruh institusi pemerintah lainnya);

h. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos
(“jelas” disini juga berarti bahwa alamat tersebut memang benar
alamat perusahaan yang bersangkutan, bukan alamat yang hanya

sekedar “diakui” saja);

Hasil jawaban kuesioner juga menggambarkan bahwa dalam pengadaan
barang dan jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo disamping
swakelola juga dilaksanakan secara pelelangan kepada pihak ketiga, hal ini
sebagaimana jawab pertanyaan “Apakah dalam pengadaan barang dan jasa
menggunakan pihak ketiga atau agen? Sebanyak 20 informan menjawab

‘(Ya’?~
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Penggunaan pihak ketiga dalam penyediaan barang dan jasa dilakukan
secara terbuka dan merata, artinya semua peserta yang memenuhi syarat dapat
mengajukan tawaran dalam pelelangan dan tidak ada perbedaan antara
mereka. Dalam wawancara dengan informan (13/03/2015) dengan pertanyaan
“Bagaimana cara pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Bungo?” mereka menjawab bahwa dalam penyediaan barang dan
jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo dilakukan secara swakelola
dan menggunakan pihak ketiga. Dalam penggunaan agen pihak ketiga
pengumuman diinformasikan secara merata, tidak ada yang tersembunyi.
Informasi tersebut dilakukan melalui Unit Layanan Pengadaan dan Lembaga
Pengadaan Secara Electronik secara transparan ke pihak penyedia atau agen.
Hal im diperkuatkan dengan hasil jawab kuesioner dengan pertanyaan
“Apakah penggunaan agen diinformasikan secara merata, tidak ada yang

tersembunyi? Sebanyak 23 informan menjawab “Ya”. Secara terpernnci alur
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berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (wawancara,

23/03/2015).

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, pengadaan barang dan jasa pada
Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo dilaksanakan secara terbuka, merata dan
bertanggungjawab. Ini membuktikan bahwa tata kelola pemenntahan yang baik
telah terlaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo. Berikut daftar di antara
sejumlah pihak ketiga yang pernah ikutserta dalam pengadaan barang dan jasa

pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo.

Tabel 4.1. Daftar Pihak ketiga Pengadaan Barang dan Jasa Dinas
Pendidikan Kabupaten BungoTahun 2014

| No Nama Perusahaan % Harga Barang (Rp) | Jenis Barang
o
. 1| CV.Mulya Jaya 1 623,700,000 Alat labor
- 2| CV. Malbarian | 637.200,000 Alat labor
3 | CV. Satria Jaya Makmur 6 07,500,000 Alat labor
4 | PT. Raditama Lintas Komunika | 6 21,000,003 Alat labor
1 51 CV. Abadi Jaya Mandin 6 48,000,005 Alat labor
| 6 | CV. Pican Jaya Wisata 5 94,000,000 Alat labor
. 7| CV. Graha Cipta Abadi Grup f5 67,002,700 Alat labor
8 | CV. Putri Icha Lestari 654,850,000 Alat labor
ColCv.WayuUama 49475000 |Buku
;T]o CV. Tunas Asli Mulya 501,930,000 Buku
; 11 | CV. Pasific Nusa Consultindo 98.360.000 Pagar sekolah
1 12 | dst |

Sumber. Dinas Pendidikan Bungo 2014
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d. Barang dan Jasa

Jemis barang dan jasa yang akan diadakan pada suatu instansi
pemernintahan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi/lembaga atau
dinas masing-masing, agar barang dan jasa yang diadakan dapat bermanfaat
secara efektif dan efesien. Menurut Perpres Nomor 54 Tahun 2010, barang adalah
setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak
bergerak, yang dapatdiperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan
oleh Pengguna Barang.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo (17/03/2015),
bahwa pihak mereka setiap tahun menganggarkan pengadaan barang dan jasa
dalam bidang pendidikan. Di antara barang yang mereka anggarkan adalah
pembangunan gedung sekolah, penambahan lokal, ruang laboratorium, alat
laboratarium, pengadaan alat dan buku belajar dan sebagainya. Sedangkan jasa
yang mercka anggarkan adalah meliputi jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah,
seperti jasa penyelenggaraan pendidikanumum, pendidikan kejuruan, pendidikan
luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik
dan pendidikan profesional; dan jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah,
seperti kursus-kursus. Pengadaan barang dan jasa pendidikan tersebut adalah
merujuk kepada berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 10 Nomor 144 tahun
2000. Selain itu penganggaran pengadaan barang dan jasa oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten Bungo juga memperhatikan dan mempertimbangkan kebutuhan
pembangunan pendidikan masyarakat setempat.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pihak Dinas Pendidikan

Kabupaten Bungo menganggarkan pengadaan barang dan jasa pendidikan bersifat
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primer artinya berdasarkan kebutuhan dan pembangunan pendidikan lokal. Hal ini
diperkuat dengan hasil jawaban kuesioner dengan pertanyaan “Apakah barang dan
Jasa yang diadakan adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat? Sejumlah 20
informan menjawab “Ya”, dan pertanyaan “Apakah barang dan jasa yang
diadakan dapat dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat? Sejumlah 21 informan
menjawab “Ya”. Ini membuktikan bahwa barang dan jasa yang dianggarkan oleh
pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo benar-benar berdasarkan kebutuhan

pembangunan pendidikan masyarakat setempat.

B. Pembahasan

Berdasarkan konsep desentralisasi atau otonomi daerah, bahwa
pengelolaan pemerintahan dan pembangunan daerah harus lebih melibatkan
masyarakat setempat, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran
maupun dalam pengawasan. Karena keterlibatan dalam tata kelola pemerintahan
dan pembangunan daerah akan dapat mewujudkan keterbukaan dan
tanggungjawab, sehingga proses pemerintahan dan pembangunan daerah dapat
berjalan dengan efektif dan efesien.

Cheema dalam Zarmaih (2010), mengungkapkan bahwa otonomi adalah
pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah,
organisasi semi pemerintah dan organisasi bukan pemerintah untuk mengurus
dirinya sendiri berdasarkan kemampuan dan sumberdaya yang ada. Dalam bidang
pembangunan pendidikan di daerah, adalah tanggungjawab atau kewajiban
pemerintah daerah dan masyarakat daerah untuk mengurus dan memajukannya.

Dalam pengelolaan pemerintahan daerah, ada dua istilah yang biasanya
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disandingkan yaitu good governance dan cleangovernment untuk menyebut tata
pemerintahan yang baik. Sejauh ini padanan good governance dan clean
government sudah sering kita dengar. Keduanya memiliki makna tata
kepemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih merujuk pada suatu sistem
penyelenggraan pemerintahan yang komit terhadap nilai dan prinsip kepastian
hukum, partisipasi, tranparansi, efisiensi, efektivitas, desentralisasi, dan daya
saing. Keberhasilan mewujudkan keduanya, hanya dapat dicapai melalui
keterlibatan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang memiliki kompetensi,
komitmen dan konsistensi serta memiliki peran yang seimbang (check and
balances) dengan memelihara nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu, penerapan good governance
(GG) tidak dapat dilepaskan dan peran-peran baik pemerintah, masyarakat, dan
dunia usaha (swasta). Perimbangan antar ketiganya tersebut akan memberikan
suatu kondisi keseimbangan yang menghidupkan proses demokrasi di Indonesia.

Bila ditarik pada pengertian bahwa kepemerintahan didefinisikan sebagai
penggunaan kewenangan secara politis yang dipraktekkan dalam rangka
mengontrol dan mengelola sumberdaya sebesar-besar untuk kepentingan
masyarakat atau warganya melalui proses pembangunan ekonomi maupun sosial,
maka pemerintah memiliki kewenangan untuk pengaturan struktur dan
kelembagaan, proses pembuatan keputusan, perumusan kebijakan, kapasitas
implementasi, pengaliran informasi, aktivitas kepemimpinan, serta upaya-upaya
penertiban kehidupan berbangsa dan bernegara (Muhammad, 2003).

Tata kelola pemerintahan yang baik pada suatu pemernntahan dapat

dilihat dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pada Pemerintah Kabupaten
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Bungo khususnya Dinas Pendidikan, pengadaan barang dan jasa apabila dilihat
dari sudut good governance dan clean government sudah teralisasi dengan baik.
Beradasarkan jawaban kuesioner dengan pertanyaan “Apakah dalam
pengadaan barang dan jasa telah melibatkan masyarakat?” sejumlah 29 informan
dan 31 infroman menjawab “Ya”. Ini membuktikan bahwa 85,29% informan
mengaku bahwa di dalam proses pengadaan barang jasa pada Dinas Pendidikan
Kabupate Bungo telah melibatkan masyarakat baik dalam perencanaan,

pelaksanaan maupun dalam pengawasan.

Dalam bidang perencanaan pembangunan pendidikan, berdasarkan
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan
nasional, mengungkapkan bahwa pembangunan nasional harus didahului dengan
proses musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat pemerintahan
desa hingga ke tingkat pemerintahan pusat. Pada pasal 11 Undang-undang
tersebut menyebutkan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan
diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP dandikuti oleh unsur-unsur
penyelenggara Negara dengan mengikut sertakan masyarakat. Dinas Pendidikan
Kabupaten Bungo ketika musyawarah perencanaan pembangunan pendidikan
selalu mengikut sertakan masayarakat, kelompok masyarakat yang diikusertakan
adalah komuite sekolah, lembaga swadaya masyarakat bidang pendidikan, dewan
pendidikan, ormas dan pemuka masyarakat. Peran serta masyarakat tersebut mulai

dari musrenbang tingkat desa hingga ke musrenbang tingkat Kabupaten Bungo.

Dalam musyawarah perencanaan pembangunan pendidikan, Kepala
Dinas Pendidikan mengungkapkan bahwa ketika musyawarah perencanaan

pembangunan pendidikan dilaksanakan saran dan masukan diminta dan setiap
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perwakilan masyarakat. Dengan cara berdialog dan diskusi semua saran dan
masukan dari semua pihak dihimpun dan kemudian dilakukan pemilihan skala
priontas dengan pertimbangan program yang sangat mendesak dan didasarkan
pada anggaran yang tersedia dan juga berdasarkan unsur pemerataan dan keadilan.
Dalam dialog tersebut tidak menafikan senng terjadi ketegangan dan debat yang
seru, namun demi kepentingan dan kemajuan bersama ketegangan tersebut dapat
didinginkan atau didamaikan. Akhirnya hasil dari mufakat dapat diterima oleh

semua pihak (wawancara, 17/03/2015).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam perencanaan
pembangunan pendidikan telah melalui perdebatan dengan sejumlah pandangan
dan pemikiran, penetapan dengan unsur pemerataan dan penetapan yang
bermanfaat untuk bersama. Hal ini membuktikan bahwa proses pengadaan barang
dan jasa bidang pendidikan di Kabupaten Bungo telah berjalan dengan baik
sebagaimana konsep good governanceyaitu partisipasi, equitas, konsensus, dan
pemerataan. Sebagaimana KomiteNasional Kebijakan Governance (KNKG)
memaparkan prinsip-prinsip goodgovernance yaitu transparansi, akuntabilitas,
responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk
mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemangku

kepentingan (Aryanto, 2010).

Dalam proses pelaksanaan, pengadaan barang dan jasa yang bersifat
tender dilakukan pelelangan atau tawaran kepada semua pihak yang memenuhi
syarat tender. Pengumuman dilakukan dengan cara manual yakni dengan
mengirim surat ke semua perusahaan yang ada, ditempel pada papan

pengumuman di Kantor Dinas Pendidikan Bungo, selain itu pengumuman
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dilakukan dengan cara menggunakan alat elektronik seperti televisi, radio, wibsite
atau internet. Sehingga dengan dua cara tersebut pelaksanaan pengadaan barang
dan jasa dapat diketahui oleh banyak pihak yang berminat untuk ambil bagian di
dalam pengadaan proyek tersebut. Penentuan pemenang lelang ditentukan
berdasarkan persyaratan yang diatur sesuai dengan Perpres No 54 Tahun 2010 dan

Perda Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2007.

Proses pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pendidikan Bungo, telah
mewujudkan konsep demokrasi dan pelaksanaan pemerintahan yang
bertanggungjawab. Menurut Bank Dunia yang dikutip Wahab (2002) menyebut
Good Governanceadalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen
pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan
pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan
pencegahan korupsi baik secara politik maupun ddministrative, menjalankan
disiplin anggaran serta penciptaan legal framework bagi tumbuhnya aktivitas
kewiraswastaan. Selain itu Bank Dunia juga mensinonimkan Good Governance
sebagai hubungan sinergis dan konsturktif diantara Negara, sektor swasta dan

masyarakat.

Berkaitan  dengan  good  governance, Mardiasmo  dalam
Tangkilisan(2005), mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor
publik adalah untuk menciptakan good governance, dimana pengertian
dasarnya adalah pemerintahan yang baik. Kondisi ini berupaya untuk
menciptakan suatu penyelenggaraan pembangunan yang solid dan

bertanggungjawab sejalan dengan prinsip demokrasi, efesiensi, pencegahan
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korupsi, baik secara politik maupun administrasi. Berdasarkan dokumen
kebijakan UNDP, disebutkan : Tata pemerintahan adalah penggunaan
wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan
Negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme,
proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok
masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum,
memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara
mereka. Jelas bahwa good governance adalah masalah perimbangan antara

negara, pasar dan masyarakat.

Sherry (2002), mengungkapkan hidupnya demokrasi dalam suatu negara
bangsa, dicerminkan oleh adanya pengakuan dan penghormatannegara dan
seluruh unsur aparatur negara atas hak dan kewajiban warga negara,termasuk
kebebasan untuk menentukan pilihan dan mengekspresikan diri secararasional
sebagai wujud rasa tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan negaradan
pembangunan bangsa, dan pemberdayaan bagi mereka yang dalam posisilemah
secara rasional dan berkeadilan. Demokrasi tidak hanya mempunyai maknadan
berisikan kebebasan, tetapi juga tanggung jawab; demokrasi juga mengandung
tuntutan kompetensi dan bermakna kearifan dalam memikultanggung jawab
dalam mewuyudkan tujuan bersama, yang dilakukan berkeadaban,disertai
komitmen tinggi untuk menegakan kepentingan publik denganimenjunjung tinggi

nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebenaran.

Dalam hubungan itu, birokrasi dalam mengemban tugas pemerintahan

danpembangunan, tidak harus berupaya melakukan sendiri, tetapi
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mengarahkan( “steering rather than rowing”), atau memilih kombinasi yang
optimal antara steering dan rowing apabila langkah tersebut merupakan cara
terbaik untukmencapai kesejahteraan sosial yang maksimal. Yang jelas sesuatu
yang sudah bisa dilakukan oleh masyarakat, tidak perlu dilakukan lagi oleh

pemerintah.

Apabila masyarakat atau sebagian dari mereka belum mampu atau
tidakberdaya, maka harus dimampukan atau diberdayakan (empowered).
Pemberdayaan berarti pula memberi peran kepada masyarakat lapisan bawah

didalam keikutsertaannya dalam berbagai kegiatan pembangunan.

Konsep Sherry (2002) int sudah berlaku bagi Dinas Pendidikan
Kabupaten Bungo dalam proses pengadaan barang dan jasa. Di mana peran serta
masyarakat, kebutuhan masyarakat dan proses yang demokrasi telah berjalan
dengan balk. Suara masyarakat dihimpun, kemampuan masyarakat dalam

pengadaan disalurkan, mufakat dan sepakat dalam pelaksanaan kegiatan terwujud.

Dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Dinas
Pendidikan Kabupaten Bungo, pejabat pelaksana dilantik berdasarkan
kemampuan dan keahliannya, yang didasarkan pada bukti kemampuan yang
mereka miliki yaitu sertifikat pengadaan, artinya mereka telah lulus dalam
bimbingan teknis dan pendidikan sistem pengadaan. Birokrasi imi telah
mencerminkan tatakelola pemerintahan yang baik, yakni meletakkan seseorang
yang ahli pada tempatnya (right man on the right place). Prinsip birokrasi telah
benalan dengan baik, sebagaimana Mex Weber (dalam Sangaji, 2010)

mengungkapkan bahwa seorang pejabat birokrasi adalah berkepribadian bebas
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dan ditunjuk dalam posisi berdasarkan peraturan, menggunakan kewenangan yang
diberikankepadanya dengan gaya kepemimpinan yang adil, dan kesetiaannya
tergambar melalui pelaksanaan tugasnya secara sepenuh hati, penunjukkan dan
penempatan kerja berdasarkan kualifikasi teknis yang dimiliki, kerja administratif
dikerjakan penuh waktu (ful/ time), pekerjaan diganjar berdasarkan upah harian

dan prospek masa depan sepanjang karir.

Selanjutnya proses pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Bungo berjalan berdasarkan aturan yang telah ada yaitu Peraturan
Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan Perda Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun
2007. Dengan berpegang pada regulasi tersebut, proses pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa dapat berjalan dengan baik dan mampu memenuhi keinginan dan

kebutuhan masyarakat.

Realisasi proses pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Bungo telah mencerminkan pengamalan good governance. Hal ini
dibuktikan dengan adanya peran serta masyarakat dalam proses pengadaan barang
dan jasa bidang pendidikan, kepatuhan terhadap aturan dan hukum, persamaan
hak dan pemerataan, pejabat pelaksana pengadaan barang dan jasa telah
memenuhi kualifikasi birokrasi serta jenis barang dan jasa yang diadakan
berdasarkan kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk membangun dan

memajukan pendidikan.
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BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas tentang proses pengadaan barang dan jasa
pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo, maka dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut.

1. Pelaksanaan konsep good governance dalam pengadaan barang dan jasa pada
program pendidikan di Kabupaten Bungo telah berjalan dengan baik, prinsip
partisipasi, rule of law, kesamaan hak dan pemerataan, konsensus, efesien dan
efektifitas serta akuntabiltas telak terwujud dan telah terlaksana. Pengadaan
barang dan jasa pada Pemerintah Kabupaten Bungo berpedoman pada
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 70
tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa, untuk realisasi pada tingkat
Kabupaten Bungo diperkuat lagi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo
Nomor 12 Tahun 2007, tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

2. Birokrasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Bungo telah terlaksana dengan baik. Pejabat pengadaan barang
dan jasa adalah orang yang berkompeten dan berkualifikast serta memiliki
wewenang khusus. Peran serta masyarakat dalam proses pengadaan barang
dan jasaterlaksana mulal dari perencanaan hingga pengawasan. Peran serta
masyarakat dalam perencanaan teralisasi dalam musyawarah perencanaan
pembangunan daerah, peran serta masyarakat dalam pelaksanaan terealisasi
dalam pelelangan umum/tender, sedangkan pengawasan masyarakat

dilaksanakan sepanjang proses pengadaan barang dan jasa.
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B. Saran

Berdasarkan keterangan dan kesimpulan yang diperoleh sebagaimana
diuraikan di atas, dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan implementasi
good governance dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas

Pendidikan Kabupaten Bungo, maka perlu disarankan sebagai berikut.

1. Agar pengadaan barang dan jasa pada Pmerintah Kabupaten Bungo
terlaksana dengan baik hendaknya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
senantiasa berdasarkan pada regulasi yaitu Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 serta Peraturan
Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2007.

2. Agar pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan, Pemerintah Kabupaten Bungo hendaklah selalu
menggunakan wibsite, media elektronik

3. Diharapkan pihak legislatif mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku
tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, diharapkan tidak ada terjadi
itervensi yang mengakibatkan deskriminatif dan kepincangan dalam

pembangunan pendidikan.
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Lampiranl : Kuesioner

ANALISIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN
JASA PEMERINTAH

PADA PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

Nama
Umur
Masa tugas
Jabatan

Jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan pengetahuan sdr!

1. Apakah dalam pengadaan barang dan jasa telah melibatkan masyarakat?

a. Ya
b. Tidak
¢. Tidak Tahu
2. Apakah dalam pengadaan barang dan jasa telah mengikuti aturan yang berlaku?
a. Ya
b. Tidak
¢. Tidak tahu
3. Apakah dalam pengadaan barang dan jasa telah dilakukan secara transparan?
a. Ya
b. Tidak
¢. Tidak tahu
4, Apakah dalam pengadaan barang dan jasa didasarkan keinginan dan kebutuhan
masyarakat?
a. Ya
b. Tidak
¢. Tidak tahu

5. Apakah dalam pengadaan barang dan jasa telah dilakukan dialog bersama
dengan masyarakat dan stakeholders lainnya?

a. Ya
b. Tidak
c. Tidak tahu

6. Apakah pengadaan barang dan jasa adalah untuk semua masyarakat bukan
untuk sesuatu kelompok?
a. Ya
b. Tidak
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c. Tidak tahu

7. Apakah dalam pengadaan barang dan jasa sudah didasarkan pada anggaran dan
waktu yang tepat?

a. Ya
b. Tidak
¢. Tidak tahu
8. Apakah dalam pengadaan barang dan jasa dapat dipertanggungjawabkan?
a. Ya
b. Tidak
c¢. Tidak tahu

9. Apakah dalam pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan menggunakan
stategi pendekatan?

a. Ya
b. Tidak
¢. Tidak tahu
10. Apakah dalam pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara sistematis?
a. Ya
b. Tidak
¢. Tidak tahu

11. Apakah dalam pengadaan barang dan jasa ditaksanakan secara hirarkhis
berdasarkan tingkat kewenangan?

a. Ya
b. Tidak
c. Tidaktahu

12. Apakah dalam pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh orang yang ahli
dalam bidangnya?

a. Ya
b. Tidak
c¢. Tidak tahu
13. Apakah dalam pengadaan barang dan jasa dilaksanakan cleh pejabat yang
ditunjuk?
a. Ya
b. Tidak
c¢. Tidak tahu
14. Apakah dalam pengadaan barang dan jasa dilakukan dokumentasi dan tertulis?
a. Ya
b. Tidak
¢. Tidak tahu
15. Apakah dalam pengadaan barang dan jasa menggunakan pihak ketiga atau
agen?
a. Ya
b. Tidak
¢. Tidak tahu
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16. Apakah penggunaan agen diinformasikan secara merata, tidak ada yang
tersembunyi?

a. Ya
b. Tidak
¢. Tidaktahu
17. Apakah dalam penggunaan agen pihak pemerintah mendapat imbalan?
a. Ya
b. Tidak
¢. Tidaktahu
18. Apakah barang dan jasa yang diadakan adalah untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat?
a. Ya
b. Tidak
¢. Tidak tahu
19. Apakah barang dan jasa yang diadakan dapat dinikmati dan dirasakan oleh
masyarakat?
a. Ya
b. Tidak
¢. Tidak tahu
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Karekteristik Informan

Jumlah informan sebanyak 31 orang dengan rincian sebagai berikut.

42061.pdf

dilakukan dialog bersama dengan masyarakat
dan stakeholders lainnya?

Umur : 1. 20 tahun — 30 tahun =4 orang
2. 31 tahun — 40 tahun =9 orang
3. 41 tahun — 50 tahun = 14 orang
4. 50 tahun ke atas =4 orang
Jenis kelamin  : Laki-laki =22 orang
Perempuan =9 orang
Jabatan : 1. Eselon Il =1 orang
2. Eselon 111 = 5 orang
3. Eselon IV = 15 orang
4. Pelaksana =10 orang
Catatan:
1. Ya
2. Tidak
3. Tidak tahu
No Pertanyaan I Jumlah
Good Governance
1 | Apakah dalam pengadaan barang dan jasa telah | 29 | 31
melibatkan masyarakat?
2 | Apakah dalam pengadaan barang dan jasa telah | 20 | 31
mengikuti aturan yang berlaku? ;
3 | Apakah dalam pengadaan barang dan jasa telah | 21 31 —
dilakukan secara transparan?
4 | Apakah dalam pengadaan barang dan jasa | 23 3]
didasarkan keinginan dan kebutuban ;
masyarakat? ‘
5 | Apakah dalam pengadaan barang dan jasa telah | 18 31
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Apakah pengadaan barang dan jasa adalah
untuk semua masyarakat bukan untuk sesuatu
kelompok?

14

31

Apakah dalam pengadaan barang dan jasa
sudah didasarkan pada anggaran dan waktu
yang tepat?

18

31

Apakah dalam pengadaan barang dan jasa dapat
dipertanggungjawabkan?

24

31

Apakah dalam pengadaan barang dan jasa
dilakukan dengan menggunakan strategi
pendekatan?

23

31

Birokrasi

10

Apakah dalam pengadaan barang dan jasa
dilaksanakan secara sistematis?

21

31

11

Apakah dalam pengadaan barang dan jasa
dilaksanakan secara hirarkhis berdasarkan
tingkat kewenangan?

24

31

12

14

Apakah dalam pengadaan barang dan jasa
dilaksanakan oleh orang yang ahli dalam
bidangnya?

14

Apakah dalam penghdﬁhn barang dan jasa
dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk?

31

Agency

15

Apakah dalam pengadaan barang dan jasa
menggunakan pihak ketiga atau agen?

20

16

Apakah penggunaan agen diinformasikan
secara merata, tidak ada yang tersembuny1?

23

31

17

Apakah dalam penggunaan agen pihak
pemerintah mendapat imbalan?

Barang dan Jasa

24

31

18

Apakah barang dan jasa yang diadakan adalah
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat?

20

31
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19

Apakah barang dan jasa yang diadakan dapat
dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat?

21

31
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Lampiran I1l. Pedoman Wawancara

1. Bagaimana cara peran serta masyarakat dalam pengadaan barang dan jasa
pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo?

2. Bagaimana cara pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh Dinas
Pendidikan Kab. Bungo?

3. Bagaimana keterbukaan pengadaan barang dan jasa dilakukan?

4. Apakah dalam pengadaan barang dan jasa berdasarkan keinginan dan
harapan masyarakat? Dan bagaimana cara mengetahui bahwa yang
diadakan tersebut adalah memang kebutuhan dan keinginan masyarakat?

5. Apakah pelaksanaan pembangunan pendidikan dilaksanakan secara merata
dan persamaan hak?

6. Bagaimana pertanggungjawaban pelaksanaan program pembangunan
pendidikan di Kabupaten Bungo?

7. Bagaimanakah strategi pelaksanaan barang dan jasa?

8. Bagaimanakah hirarkhis kewenangan pengadaan barang dan jasa
dilaksanakan?

9. Bagaimana kriteria pelaksana pengadaan barang dan jasa?

10. Bagaimana cara pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pendidikan

Kabupaten Bungo?
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Lampiran 1V. Jawaban Wawancara

1. Bagaimana cara peran serta masyarakat dalam pengadaan barang dan jasa pada
Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo?
Jawab Kepala Dinas dan PPTK.
Peran serta masyarakat dalam pengadaan barang dan jasa adalah melalui
dialog dan dilaksanakan berdasarkan keinginan dan kebutuhan
masyarakat, pelaksanaan tersebut diadakan terutama pada Musrenbang.
Di dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Disnas Bungo
memberikan peluang bagi masyarakat melalui PT atau CV untuk
mengambil bagian di dalam memenangkan tender. Selain itu, ada juga
program Disnas yang dilaksanakan oleh Ormasy dan LSM dengan cara
penunjukan langsung, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Bagaimana cara pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh Dinas
Pendidikan Kab. Bungo?
Jawaban indrayani, S.Kom PPTK Diknas Bungo.
Katanya mereka melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa
berpedoman kepada Perpres nomor 70 tahun 2012.
3. Bagaimana keterbukaan pengadaan barang dan jasa dilakukan?
Jawab:
Dilaksanakan melalui LPSE atau melalw jaringan internet, 40% melalui
elektronik dan 60% secara manual
4. Apakah dalam pengadaan barang dan jasa berdasarkan keinginan dan harapan
masyarakat? Dan bagaimana cara mengetahui bahwa yang diadakan tersebut
adalah memang kebutuhan dan keinginan masyarakat?
Jawab:
Pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo
adalah berdasarkan harapan dan keinginan masyarakat, untuk
mendapatkan apa yang diinginkan 1masyarakat dalam pelayanan
pendidikan adalah dengan cara mengikutsertakan masyarakat dalam proses

perencanaan pembangunan pendidikan yang diadakan pada tahun sebelum
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proses pengadaan atau pelaksanaan program dianggarkan atau
dilaksanakan.

5. Apakah pelaksanaan pembangunan pendidikan dilaksanakan secara merata dan
persamaan hak?
Jawaban:
Kami Pemerintah Kabupaten Bungo melalui Dinas Pendidikan berusaha
penuh melaksanakan pembagunan pendidikan secara merata dan tidak ada
perbedaan antara satu wilayah atau lembaga dengan wilayah atau lembaga
lainnya berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan. Akan tetapi
dalam penganggaran, terdapat pesanan dan titipan dari pihak Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Bungo agar pelaksanaan pembangunan
pendidikan dilaksanakan pada suatu wilayah atau lembaga pendidikan
yang mereka inginkan, sehingga program pembangunan pendidikan
berubah dan program prioritas yang telah dibuat.
6. Bagaimana pertanggungjawaban pelaksanaan program pembangunan
pendidikan di Kabupaten Bungo?
Jawab:
Pelaksanaan program pembangunan pendidikan di Kabupaten Bungo
didasarkan pada keputusan Pemerintalh Kabupaten Bungo bersama dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemudian pertanggung jawab
pelaksanaannya disampaikan kepada DPRD kembali.
7. Bagaimanakah strategi pelaksanaan barang dan jasa?
Jawab:
Dilaksanakan secara sistematis sebagaimana diatur dalam perpres 70
tahun 2010
8. Bagaimanakah hirarkhis kewenangan pengadaan barang dan jasa
dilaksanakan?
Jawab:
Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai dengan kewenangan
jabatan birokrasi yang merujuk kepada Perpres 54 Tahun 2010, dan Pepres
70 Tahun 2012 dan pada tingkat Kabupaten Bungo, pengadaan barang dan
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Jjasa pemerintah kabupaten berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 12
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007  Nomor 12);

9. Bagaimana kriteria pelaksana pengadaan barang dan jasa?
Jawab:
Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan, atau Pejabat
Pengadaan Barang Jasa yang berbentuk SPT darn ULP yang sudah
memiliki Sertifikat Keahlian

10. Bagaimana cara pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Bungo?

Jawab:

Dalam penyediaan barang dan jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten
Bungo dilakuakn secara swakelola dan dipihak ketigakan. Dalam
penggunaan agen diinformasikan secara merata, tidak ada yang
tersembunyi, diinformasikan melalui Rencana Umum Pengadaan (RUP)
pada Unit Layanan Pengadaan dan Lembaga Pengadaan Secara Electronik

secara transparan ke pihak penyedia atau agen.
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